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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017

	FAKULTAS HUKUM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	

	Mata Kuliah
	:
	HUKUM MEDIA
	Kode MK
	:
	MKP 905

	Mata Kuliah Prasyarat
	:
	-
	Bobot MK
	:
	2 sks

	Dosen Pengampu
	:
	DEVICA RULLY M.
	Kode Dosen
	:
	7362

	Alokasi Waktu
	:
	Tatap muka 14 x 100 menit, tidak ada praktik

	Capaian Pembelajaran
	:
	1. Mahasiswa mengetahui dan mampu memahami Teori dan Praktik Hukum Media
2. Mahasiswa mengetahui dan mampu memahami serta menganalisis materi pembelajaran  Hukum Medial, baik teori dan doktrin maupun menguasai prkatik hukum pers, hukum penyiaran maupun hukum media sosial serta perkembangan ketiganya dalam perspektif hukum di Indonesia.

	
	
	

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1
	Mahasiswa mampu mengerti, memahami dan menganalisis materi  seputar Pengertian, Sejarah dan Sistem Pers di Indonesia

	Pengantar:

Kontrak Belajar.
Pengantar Hukum Media,
Pengertian dan batasan, Istilah Hukum Media, Pengertian, Sejarah dan Sistem Pers di Indonesia.

	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Edy Sutanto dkk, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
2. Amir Effendi Siregar,  Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang  Pers.
4. Kode Etik Jurnalistik

	Mahasiswa dapat memberikan pengertian dan menyebutkan kembali beberapa Istilah dan pengertian pers, batasan dan sejarah Sistem Pers di Indonesia. 


	2


	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis materi  yang berkaitan dengan Teori Pers dan Kedudukan Pers dalam Negara 

	Pers sebagai The Fourth Estate,

Teori-teori Pers di dunia,

Kedudukan Pers di Indonesia.
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. Edy Sutanto dkk, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
2. Amir Effendi Siregar,  Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang  Pers.
4. Kode Etik Jurnalistik.

	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan secara jelas tentang Pers sebagai The Fourth Estate,

Teori-teori Pers di dunia,

Kedudukan Pers di Indonesia.

	3


	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis materi  yang berkaitan dengan Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers
	Asas Pers,
Fungsi Pers,

Hak Pers,

Kewajiban Pers,

Peranan Pers.
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 

	1. Edy Sutanto dkk, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
2. Amir Effendi Siregar,  Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang  Pers.
4. Kode Etik Jurnalistik.

	Mahasiswa dapat menyebutkan dan mengulangi secara jelas tentang Asas Pers,

Fungsi Pers,

Hak Pers,

Kewajiban Pers, dan
Peranan Pers.


	4

	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mengenai Kode Etik Jurnalistik
	Kode Etik Jurnalistik dan Organisasi Jurnalistik.
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.
 
	1. Edy Sutanto dkk, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
2. Amir Effendi Siregar,  Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang  Pers.
4. Kode Etik Jurnalistik.

	Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan Kode Etik Jurnalistik dan Organisasi Jurnalistik.

	5


	Mahasiswa mampu 

memahami dan menganalisis tentang Perusahaan Pers

	Perusahaan Pers,
Kantor Berita,

Media Massa Online.
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.

	1. Edy Sutanto dkk, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
2. Amir Effendi Siregar,  Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang  Pers.
4. Kode Etik Jurnalistik.

	Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Perusahaan Pers,

Kantor Berita,

Media Massa Online.

	6


	Mahasiswa mampu 

memahami secara mendalam tentang hukum pers dan penyelesaian sengketa pers
	Pemberlakuan UU Pers sebagai Asas Lex Specialist.
Penanggung Jawab Pemberitaan Pers

Mekanisme Penyelesaian sengketa Pers.
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
3. Presentasi mengenai Kasus Pers

	1. Edy Sutanto dkk, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
2. Amir Effendi Siregar,  Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang  Pers.
4. Kode Etik Jurnalistik.
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Pemberlakuan UU Pers sebagai Asas Lex Specialist.

Penanggung Jawab Pemberitaan Pers

Mekanisme Penyelesaian sengketa Pers.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	7
	Mahasiswa mampu 

memahami secara mendalam tentang hukum pers dan penyelesaian sengketa pers.
	Diskusi dan Presentasi penyelesaian Kasus Sengketa Pers.
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
3. Presentasi mengenai Kasus Pers

	1. Edy Sutanto dkk, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
2. Amir Effendi Siregar,  Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun  1999 tentang  Pers.
4. Kode Etik Jurnalistik.
	Mahasiswa mampu menyebutkan, memahami, dan menjelaskan penyelesaian Kasus Sengketa Pers.

	8
	Mahasiswa mampu memahami secara cermat mengenai definisi, ruang lingkup dan sejarah Penyiaran Serta  Hukum Penyiaran.
	Definisi, ruang lingkup dan sejarah Penyiaran Serta  Hukum Penyiaran.
Komisi Penyiaran Indonesia.


	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web


	1. Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Rajawali Pers: Jakarta, 2010.
2. Ishadi SK, Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran.

	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Definisi, ruang lingkup dan sejarah Penyiaran Serta  Hukum Penyiaran.
Komisi Penyiaran Indonesia.



	9


	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai mengenai Aspek Hukum Perizinan.
	Jasa Penyiaran:

Lembaga Penyiaran Publik,

Lembaga Penyiaran Swasta,

Lembaga Penyiaran Komunitas,

Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tahap Perizinan Penyiaran.


	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web


	1. Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Rajawali Pers: Jakarta, 2010.
2. Ishadi SK, Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran.

	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan  mengenai Jasa Penyiaran:

Lembaga Penyiaran Publik,

Lembaga Penyiaran Swasta,

Lembaga Penyiaran Komunitas,

Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tahap Perizinan Penyiaran.



	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	10


	Mahasiswa mampu memahami tentang Aspek Hukum Program Siaran

	Demoktratisasi Penyiaran,
Regulasi Program Siaran.

Siaran Iklan.
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web


	1. Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Rajawali Pers: Jakarta, 2010.
2. Ishadi SK, Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran.

	Mahasiswa mampu menguraikan pemahaman mengenai Demoktratisasi Penyiaran,

Regulasi Program Siaran.

Siaran Iklan.
 

	11
	Mahasiswa mampu memamahi tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

	Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,
Sensor Siaran.


	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 

3. Presentasi mengenai contoh Perjanjian Internasional

	1. Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Rajawali Pers: Jakarta, 2010.
2. Ishadi SK, Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran.

	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Pengertian, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,

Sensor Siaran.



	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	12


	Mahasiswa mampu memamahi tentang Aspek Hukum Dan Hukum Pidana penyiaran
	Sanksi Administratif dan
Sanksi Pidana dalam Hukum Penyiaran.
	1. Metoda : small group discussion
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web

	1. Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Rajawali Pers: Jakarta, 2010.
2. Ishadi SK, Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran.

	Mahasiswa mampu menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Sanksi Administratif dan

Sanksi Pidana dalam Hukum Penyiaran.

	13


	Mahasiswa mampu memahami secara baik mengenai Media Sosial Dan Informasi Dan Transaksi Elektronik
	Media Sosial dalam Hukum Media.
Hate Speech dan Kebebasan Berekspresi.


	1. Metoda :
Presentation mahasiswa 
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
3. Discussion 

	1. Undang-Undang No. Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Amir Effendi Siregar,  Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.

	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Media Sosial dalam Hukum Media.

Hate Speech dan Kebebasan Berekspresi.



	14

	Mahasiswa mampu memahami secara baik mengenai Sengketa Dalam Hukum Media: Pers, Penyiaran dan Media Sosial.
	Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran.
Diskusi tentang Kasus-Kasus Hukum Media.
	1. Metoda : 
Presentation mahasiswa 
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
3. Quiz  
	1. Undang-Undang No. Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Amir Effendi Siregar,  Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman, Kompas Media  Nusantara: Jakarta, 2014.

	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran.

Diskusi tentang Kasus-Kasus Hukum Media.


EVALUASI PEMBELAJARAN

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 
( A / A-)
	SEKOR  > 65
(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60
(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45
( E )
	BOBOT

	1
	Pretest test
	Tes lisan
	Mahasiswa dapat memberikan pengertian dan pemahaman serta menyebutkan  beberapa Istilah dan pengertian Pers, batasan dan sejarah Sistem Pers di Indonesia
dengan baik dan dan benar serta dapat memberikan contohnya. 
	Mahasiswa dapat memberikan pengertian dan pemahaman serta menyebutkan  beberapa Istilah dan pengertian Pers, batasan dan sejarah Sistem Pers di Indonesia
dengan benar serta dapat memberikan contohnya .
	Mahasiswa dapat memberikan pengertian dan pemahaman serta menyebutkan  beberapa Istilah dan pengertian Pers, batasan dan sejarah Sistem Pers di Indonesia
namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya  
	Mahasiswa dapat memberikan pengertian dan pemahaman serta menyebutkan  beberapa Istilah dan pengertian Pers, batasan dan sejarah Sistem Pers di Indonesia
namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya  
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	2


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan secara jelas tentang Pers sebagai The Fourth Estate,

Teori-teori Pers di dunia,

Kedudukan Pers di Indonesia dengan baik dan dan benar serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan secara jelas tentang Pers sebagai The Fourth Estate,

Teori-teori Pers di dunia,

Kedudukan Pers di Indonesia dengan benar serta dapat memberikan contohnya. 
	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan secara jelas tentang Pers sebagai The Fourth Estate,

Teori-teori Pers di dunia,

Kedudukan Pers di Indonesia namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan secara jelas tentang Pers sebagai The Fourth Estate,

Teori-teori Pers di dunia,

Kedudukan Pers di Indonesia, namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	3
	progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa dapat menyebutkan dan mengulangi secara jelas tentang Asas Pers,

Fungsi Pers,

Hak Pers,

Kewajiban Pers, dan
Peranan Pers
dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa dapat menyebutkan dan mengulangi secara jelas tentang Asas Pers,

Fungsi Pers,

Hak Pers,

Kewajiban Pers, dan
Peranan Pers
dengan benar serta dapat memberikan contohnya. 
	Mahasiswa dapat menyebutkan dan mengulangi secara jelas tentang Asas Pers,

Fungsi Pers,

Hak Pers,

Kewajiban Pers, dan
Peranan Pers, namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa dapat menyebutkan dan mengulangi secara jelas tentang Asas Pers,

Fungsi Pers,

Hak Pers,

Kewajiban Pers, dan
Peranan Pers,

namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	4


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan Kode Etik Jurnalistik dan Organisasi Jurnalistik dengan baik dan benar serta dapat memberikan 

contohnya .
	Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan Kode Etik Jurnalistik dan Organisasi Jurnalistik dengan benar serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan Kode Etik Jurnalistik dan Organisasi Jurnalistik namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan Kode Etik Jurnalistik dan Organisasi Jurnalistik namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	5
	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Perusahaan Pers,

Kantor Berita,

Media Massa Online dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Perusahaan Pers,

Kantor Berita,

Media Massa Online dengan benar serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Perusahaan Pers,

Kantor Berita,

Media Massa Online, namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Perusahaan Pers,

Kantor Berita,

Media Massa Online,

namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.


	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	6
	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu menyebutkan Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Pemberlakuan UU Pers sebagai Asas Lex Specialist.

Penanggung Jawab Pemberitaan Pers

Mekanisme Penyelesaian sengketa Pers dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Pemberlakuan UU Pers sebagai Asas Lex Specialist.

Penanggung Jawab Pemberitaan Pers

Mekanisme Penyelesaian sengketa Pers dengan benar serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Pemberlakuan UU Pers sebagai Asas Lex Specialist.

Penanggung Jawab Pemberitaan Pers

Mekanisme Penyelesaian sengketa Pers, namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan  dan memahami Pemberlakuan UU Pers sebagai Asas Lex Specialist.

Penanggung Jawab Pemberitaan Pers

Mekanisme Penyelesaian sengketa Pers namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.

	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	7
	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu menyebutkan, memahami, dan menjelaskan penyelesaian Kasus Sengketa Pers dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa mampu menyebutkan, memahami, dan menjelaskan penyelesaian Kasus Sengketa Pers dengan benar serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa mampu menyebutkan, memahami, dan menjelaskan penyelesaian Kasus Sengketa Pers namun tidak akurat serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menyebutkan, memahami, dan menjelaskan penyelesaian Kasus Sengketa Pers namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.


	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	8


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Definisi, ruang lingkup dan sejarah Penyiaran Serta  Hukum Penyiaran.
Komisi Penyiaran Indonesia

dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Definisi, ruang lingkup dan sejarah Penyiaran Serta  Hukum Penyiaran.
Komisi Penyiaran Indonesia

dengan benar serta dapat memberikan contohnya  
	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Definisi, ruang lingkup dan sejarah Penyiaran Serta  Hukum Penyiaran.
Komisi Penyiaran Indonesia

namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Definisi, ruang lingkup dan sejarah Penyiaran Serta  Hukum Penyiaran.
Komisi Penyiaran Indonesia

namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya .


	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	9


	Progress test dan post test
	Tes lisan 
	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan  mengenai Jasa Penyiaran:

Lembaga Penyiaran Publik,

Lembaga Penyiaran Swasta,

Lembaga Penyiaran Komunitas,

Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tahap Perizinan Penyiaran dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya  
	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan  mengenai Jasa Penyiaran:

Lembaga Penyiaran Publik,

Lembaga Penyiaran Swasta,

Lembaga Penyiaran Komunitas,

Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tahap Perizinan Penyiaran

dengan benar serta dapat memberikan contohnya  

	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan  mengenai Jasa Penyiaran:

Lembaga Penyiaran Publik,

Lembaga Penyiaran Swasta,

Lembaga Penyiaran Komunitas,

Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tahap Perizinan Penyiaran

namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menguraikan  mengenai Jasa Penyiaran:

Lembaga Penyiaran Publik,

Lembaga Penyiaran Swasta,

Lembaga Penyiaran Komunitas,

Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tahap Perizinan Penyiaran,
namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	10


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu menguraikan pemahaman mengenai Demoktratisasi Penyiaran,

Regulasi Program Siaran.

Siaran Iklan dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menguraikan pemahaman mengenai Demoktratisasi Penyiaran,

Regulasi Program Siaran.

Siaran Iklan dengan benar serta dapat memberikan contohnya.


	Mahasiswa mampu menguraikan pemahaman mengenai Demoktratisasi Penyiaran,

Regulasi Program Siaran.

Siaran Iklan namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya  
	Mahasiswa mampu menguraikan pemahaman mengenai Demoktratisasi Penyiaran,

Regulasi Program Siaran.

Siaran Iklan namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.

 
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT
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	Progress test dan post test
	Tes lisan 
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Pengertian, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,

Sensor Siaran dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya .
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Pengertian, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,

Sensor Siaran dengan benar serta dapat memberikan contohnya  
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Pengertian, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,

Sensor Siaran,

namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Pengertian, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,

Sensor Siaran, namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.


	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	10 %

	12


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Sanksi Administratif dan

Sanksi Pidana dalam Hukum Penyiaran dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya .
	Mahasiswa mampu menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Sanksi Administratif dan

Sanksi Pidana dalam Hukum Penyiaran dengan benar serta dapat memberikan contohnya  
	Mahasiswa mampu menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Sanksi Administratif dan

Sanksi Pidana dalam Hukum Penyiaran,

namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Sanksi Administratif dan

Sanksi Pidana dalam Hukum Penyiaran, namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.


	Tidak mampu menguraikan (menjawab)

	10 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT
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	Progress test dan post test 
	Tes Lisan


	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Media Sosial dalam Hukum Media.

Hate Speech dan Kebebasan Berekspresi dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Media Sosial dalam Hukum Media.

Hate Speech dan Kebebasan Berekspresi dengan benar serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Media Sosial dalam Hukum Media.

Hate Speech dan Kebebasan Berekspresi, 

namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menyebutkan, menguraikan dan mampu menganalisis

mengenai Media Sosial dalam Hukum Media.

Hate Speech dan Kebebasan Berekspresi,

namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	10 %

	14
	Progress test dan post test
	Tes Lisan


	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran.

Diskusi tentang Kasus-Kasus Hukum Media dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran.

Diskusi tentang Kasus-Kasus Hukum Media dengan benar serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran.

Diskusi tentang Kasus-Kasus Hukum Media, 

namun tidak akurat  serta dapat memberikan contohnya.
	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran.

Diskusi tentang Kasus-Kasus Hukum Media,

namun kurang benar  tanpa dapat memberikan contohnya.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	10 %


Komponen penilaian :
1. Kehadiran = 0 %

2. Tugas = 25 %

3. UTS = 35 %

4. UAS = 40 %
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